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Menimbang a.

Mengingat

GUffiHRNUR JAMffiI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR { TAHUN 2O2O

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2O2L

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
iemerintahln Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2Ot9 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Gubernur Jambi wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk
memperoleh persetujuan bersama;
bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
p"r*,rird"tt Cari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
tahun 2O2t yang dijabarkan ke dalam Kebijakan
Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah
bersama DPRD pada tanggal 17 Novembet 2O2O;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun
Anggaran 2O2l;

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6t Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nornor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I
Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 \omor 712, Tambahan Lembaran \egara
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2861;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2rc);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 21O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aO28);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor l7l, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53a0);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor L37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 79,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
+t)93 t:
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa\;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OLZ tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OtT Nomor 106);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 42);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2OO7
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
16 Tahun 2oll tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OLL Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2077
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OLL
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8
Nomor 565);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor 75fl;
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Afi
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol7 Nomor 1067l;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2Ol8
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9Og-4T52
Tahun 2O2O tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi Jambi tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran
2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jambi
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2O2l;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2OOg
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2OO9
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2OlS tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi
Nomor 2 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2Ol3 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 202 1

f

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah Gubernur Jambi
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil

Gubernur Jambi
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5. -{nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah }'ang selanjutnl-a disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah

6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

7. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah
pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan'L

bermotor
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat

BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor
sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau
keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan
atau pemasukan ke dalam badan usaha.

10. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan
bermotor.

ll.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi
bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan
daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai
berikut:
a. Pendapatan Daerah Rp. 4.294.675.328.808,00
b. Belanja Daerah Rp. 4.516.148.844.342,00

Defisit/Surplus Rp. ( 221.473.515.534,00)
c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp. 239.473.515.534,00
2. Pengeluaran Rp. 18.000.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 221.473.515.534,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 4.294.675.328.808,00
(Empat triliun dua ratus sembilan puluh empat milgar enam rafits tttjuh puluh
lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan rupiah),
yang bersumber dari:
a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
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- penciaparan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a

direncanakan sebesar Rp. 1.5O7 .2O3.796.320,OO (Satu triliun lima ratus
tujuh milgar dua ratus tiga juta tujutt ratus sembilan puluh enam ribu tiga
ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a' 'diiencanakan 
sebesar Rp1.238.517.224.547,OO (Satu triliun dua ratus

tiga puluh delapan milgar lima ratus hluh belas juta dua rafiis dua puluh
empat ribu lima rahts empat puluh rujuh rupiah).

(3) Re[ribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 21.580.633.733,00 (Dua puluh safii milgar
lima rafits d.elapan pulult juta enam ratus tiga puluh tiga ribu ttfiuh ratus
tig a puluh tig a rupiah).

(+) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp.29.1Tg.073.384,00 (Dua putuh sembilan milgar seratus tliuh puluh
sZmbilan juta tttjuh putuh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat
rupiah).

(5) Laln-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 217.926.864.656,00 (Dua

ratus tujuh belas milgar sembilan rahts dua puluh enam juta delapan
ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 5

pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 2.785.847.932.488,00 (Dua tritiun tujuh ratus
d.elapan puluh tima milgar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan
ratus tiga putuh dua ibu empat ratus delapan puluh delapan rupiah), yang
bersumber dari Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat.

Pasal 6

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.623.600.000,-- (Satu milgar
enam rahts dua puluh tiga juta enam ratus ibu rupiah), yang terdiri atas:
a. pendapatan hibah;
b. dana darurat;
c. sumbangan pihak ketiga;

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a' 'direnclnakan 
sebesar Rp.1.623.600.000,-- (Satu milgar enam ratus dua

puluhtiga juta enam ratus ribu rupiah.
(3)bana barurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar RP.
(4) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar RP. -

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2L direncanakan sebesar
np.4.S t6.148.844.342,OO (Empat triliun lima ratus enam belas milyar
sZratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga
ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. beLanja modal:
^ \-' =-: - -:,l:,-- rp-dt,]o:, d:n

-L- - Ci
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Pasal 8

- -irggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
direncanakan sebesar Rp. 3.283,056.790,666,00 (Tiga triliun dua ratus
delapan puluh tiga milgar lima puluh enam juta filuh ratus sembilan
puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah\, yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja subsidi;
d. belanja hibah; dan
e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 1.715.540.32O.758,OO (Satu triliun tujult rahts
lima belas milgar lima ratus empat puluh juta tiga rahts dua puluh ribu
tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 766.0t6.735.23L,OO (TDjuh rahts enam puluh
enam milgar enam belas juta filuh rafiis tiga puluh lima ribu dua ratus
tiga puluh satu rupiah).

(4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 550.0O0.000,OO (Lima rafiis lima puluh juta
rupiah).

(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp. 796.993.876.933,00 Fujuh rahts sembilan
puluh enam milgar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan rafits
tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah|

(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp. 3.955.857.744,OO (Tiga milgar sembilan rafits
lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh trtjuh ribu tujuh rafiis empat
puluh empat rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 261.4L1.L52.679,OO {Dua rafits enam puluh
satu milgar empat ratus sebela"s juta seratus lima puluh dua ribu enam
rafits tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal gedung dan bangunan;
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
e. belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 12. tO2.O62.146,00 {Dua belas milgar seratus
dua juta enam puluh dua ribu seratus empat puluh enam rupiahl.

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp.44.94t.912.785,OO (Empat puluh
empat milgar sembilan ratus empat pulutt satu juta sembilan rafiis dua
belas ribu tujuh rahts delapan puluh lima rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp.101 .317.911.888,00 (Serafiis satu
milgar tiga rafits tttjuh belas juta sembilan ratus sebelas ribu delapan
ratus delapan puluh delapan rupiahl.

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.102.278.539.207,00 (serafits
dua milgar dua ratus tujuLt puluh delapan juta lima rahts tiga puluh
sembilan ribu dua ratus tujuh rupiah).
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B Bclanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dirnaksud pada ayat (1|
hunrf e direncanakan sebesar Rp.77O.726.653,OO (nduh rfrrs friiuh
Wfuh juta rujuh rafi,rc dua pufuh enam riht enam rutus lima ptfuh tiga
rupia$.

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf c direncanakan sebesar Rp. 260.345.822.301,00 {Dta ratus enam
puluh milyar tiga ratus empat puluh lima juta delapan rahts dua puluh dua
ribu tiga ratus satu rupiahl.

Pasal 1 1

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
d direncanakan sebesar Rp. 711.335.078.696,00 {rujuh ratus sebelas
milgar tiga ratus tiga putuh lima juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus
sembilan putuh enam rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 617.615.078.696,00 (Enam rafits tltjuh belas
milgar enam ratus lima belas juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus
sembilan puluh enam rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp. 93.720.000.000,00 (Sembitan puluh tiga
milyar hluh ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2O2l terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a direncanakan sebesar Rp. 239.473.515.534,00 (Dta ratus tiga
puluh sembilan milgar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima rafits lima belas
ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), yang bersumber dari sisa lebih
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 14

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.000.O00.00O,OO (Delapan belas milgar
rupiahl, berupa penyertaan modal daerah.

Pasal 15

(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran
Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar
Rp.221.473.515.534,00 (Dua rattts dua puluh satu milyar empat rqtus
tujuh puluh tiga juta lima rafits lima belas ribu lima ratus tiga puluh empat
rupiah).
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(2) PembiayaErn Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan
terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar
Rp.221.473.515.534,0O {Dua rafits dua pniluh salfit milgar empat rafits
tujuh puluh tiga juta lima rafits tima belas ibu tima ratus tiga puhth empat
rupiahl

Pasal 16

1i1 Oalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan
daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perrrbahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi tahun anggaran 2021,
dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan
perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian

luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan

pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/ atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau
masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Jambi ini terdiri
dari:
1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok
dan Jenis Pendapatart, Belanja, dan Pembiayaan;
Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan
Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Rekapitrrlasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;6. Lampiran VI

t
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, , Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJ\ID Oengan Ranca::sa::
APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

g. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah;

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah

Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak {multg gearsl;

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Jambi.
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